BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian normatif dan empiris mengenai

penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu emisi

kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman, penulis menarik kesimpulan

sebagai berikut:

il

Pemerintah Kabupaten Sleman belum memiliki mekanisme
operasional untuk menjatuhkan sanksi administratif. Pelaksanaan uji
emisi oleh DLH masih bersifat edukatif tanpa tindakan korektif,
sedangkan dalam wuji KIR yang dilakukan oleh Dishub,
ketidaklulusan emisi hanya direspons dengan penundaan perbaikan
selama 14 hari tanpa penjatuhan sanksi administratif. Dengan
demikian, instrumen sanksi administratif belum berfungsi sebagai
alat pengendalian pencemaran udara maupun pendorong kepatuhan

terhadap baku mutu emisi.

DLH dan Dishub memiliki persepsi kewenangan yang saling
tumpang tindih. DLH menilai pengawasan emisi berada dalam ranah

operasional Dishub, sedangkan Dishub berpendapat bahwa
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B. Saran

pengenaan sanksi merupakan tanggung jawab DLH. Ketiadaan
peraturan pelaksana di tingkat kabupaten, seperti peraturan bupati
atau petunjuk teknis mengenai tata cara pengawasan dan penjatuhan
sanksi, menyebabkan norma pada tingkat undang-undang maupun
peraturan daerah tidak dapat dijalankan. Selain itu, keterbatasan
instrumen pengujian, sumber daya manusia, serta tidak adanya
integrasi data antarinstansi menghambat efektivitas pengawasan.
Kendala-kendala tersebut menyebabkan penegakan sanksi
administratif belum mampu memberikan dampak kepatuhan
terhadap pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor di

Kabupaten Sleman.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

Pemerintah  Kabupaten Sleman perlu menyusun peraturan
pelaksana berupa Peraturan Bupati atau petunjuk teknis yang mengatur
tata cara pengawasan, pengujian, dan mekanisme penjatuhan sanksi
administratif atas pelanggaran baku mutu emisi. Pengaturan ini
diperlukan agar sanksi administratif dapat dilaksanakan secara
operasional dan efektif.

DLH dan Dishub Kabupaten Sleman perlu memperjelas pembagian

kewenangan serta membangun koordinasi yang terintegrasi, termasuk
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melalui pembentukan sistem data bersama dan prosedur kerja terpadu,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan
baku mutu emisi kendaraan bermotor.

. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan, antara lain dengan
pengadaan alat uji emisi yang memadai, peningkatan kompetensi
sumber daya manusia, serta perluasan layanan uji emisi. Upaya ini
penting untuk memastikan pengawasan emisi dapat dilakukan secara
berkelanjutan dan menjadi dasar penegakan sanksi administratif yang
efektif.

Pengawasan yang lebih intensif, dalam pemgawasan yang intensif,
dapat dilakukan pengawasan berkala dan terjadwal integrasi
pengawasan bagi DLH dan Dishub. Pengawasan yang bekelanjutan,
terkoordinasi antara DLH dan Dishub, berbasis data, serta diikuti
dengan menjatuhan administratif bertahap. Tanpa pengawasan yang

intensif, sanksi administratif akan sulit diterapkan secara efektif.
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